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lENTANG

KERJASAMA BIDANG PEI,,ERIN'TAHAN, PEMBANGUNAN DAN
KEMASYARAKATAN DI WILAYAH KAI}UPATEN KENDAL,

KABUPATEN DEMAK, KABUPATEN SEMARANG, KOTA SALATIGA
KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN GROBOGAN

fa$a.han rnl Kamis, tanggal sembilan Beras, bulan Maret tahun Dua Ribu DuaPuluh {19-03-2020), yang bertandit tangan di bawah ini :

1. MIRNA ANNISA

2. HM. NATSIR

: Bupati l(endal berkedudukan di Kendal Jalan
Soekarno-Hatt{r Nomor I 93, berdasarkan Keputusan
Menteri Dalarn Negeri Nomor 131.33_529 Tahun2016 'I'anggal 12 Februari 2016 tentang
Pengangl:atan Bupati Kendal provinsi Jawa Tengah,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sertasah mewakili pemerintah Kabupaten Kendal,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

: Bupati Dr:mak berkedudukan di Demak Jalan Kvai
Singkil li omor Z, berdasarkan Keputusan tvtenieri
Dalam ltlegeri Nomor 131.33-3564 Tahun 2016
Tanggal l9 April 2016 tentang pengangkatan Bupati
Demak ProvinLsi Jawa Tengah, dalam hal ini
bertindal. untuk dan atas nama serta sah mewakili
Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut
PIHAK KHDUA.



3. MUNDJIRIN E.S

4. YULIYANTO

5. HENDRAR PRIHADI

6. SRI SUMARNI

Bupati Semarang berkedudukan di UngaranJalan Diponegoro Nomor 74, berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33_
604 l'ahun 2016, Tanggal 12 Februari 2O16
tentan g Pengangkatan Bupati Semarang provinsr
Jawa'lengah, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama serta sah mewakili pemerintah
Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut pIHAK
KETIGA.

: Walikota Salatiga berkedudukan di Salatiga Jalan
Letjen Sukowati Nomor S 1, berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-
3156 llahun 2017 Tanggal 18 Mei 2Ol7 tentang
Pengangkatan Walikota Salatiga provinsi Jawa
Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama serta sah mewakili pemerintah Kota
Salatiee, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

: Walikota Semarang berkedudukan di Semarang
Jalan Pemuda Nomor 148. berdasarkan
Keputtrsan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-
607 T'ahun 2016 tanggal 12 Februari 2016
tentanlg Pengangkatan Walikota Semarang
Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama serta sah mewakili
Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya disebut
PIHAK KELIMA.

: Bupati Grobogan berkedudukan di Purwodadi
Jalan Gatot Subroto Nomor 6, berdasarkan
KeputuLsan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-
966 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret 2016 tentang
PengarLgkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa
Tengal., dalerrn hal ini bertindak untuk dan atas
nama rserta sah mewakili Pemerintah Kabupaten
Groboggn, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.

Berdasarkan :

l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun l95O tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkr:Lngan Propinsi Djawa Tengah, Djawa Timur,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jograkarta;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Kecil dalam lingkurrgan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
dan Djawa Barat;

4. Undang-Undang Nomor I Tahtrn 2004 tentang perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik In<lonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indo:nesia Nomor 4355);



5. undang-Undang Nomor 25 l'ahun 2o04 tentang sistem perencanaan
Pembangunan Nasional (kmbeLran Negara Repubrik Indonesia Tahun 20o4
Nomor 104, Tambahan *mbar,an Negara Repubrik Indonesia Nomor 4421);6' undang-Undang Nomor 23 nrhun 2014 tentang pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beb'erapa kali terakhir dengan undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undanl_Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembarai Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-undang Nomor 3o rahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan
(l,embaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560l];

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 rahun 2ooz tentang Tata cara
Pelaksanaan Kerjasama Daere,h (Lembaran Negara nepublik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 112, Tamb,ahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4761);

9. Peraturan Pemerintah Nomor ll8 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor t t+, tamuahan
Lembaran Negara Republik lndc,nesia Nomor 5gg7);

10. Peraturan Presiden Nomor 78 rahun 2ol7 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan
Purwodadi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor g1);

11. Peraturan Menteri Dalam Negen. Nomor 22 Tahun 20o9 tentang petunjuk
Teknis Tata Cara Kerjasama Dar:rah;

12. Keputusan Bersama Bupati Kendal, Bupati Demak, Bupati semarang,
walikota salatiga, walikota liemarang, dan Bupati Grobogan Nomor
146/ 199.b/2Ol l, Nomor tSO/,06 /2Or1, Nomor 4tS.4l}g.2/KJS/201 1,
Nomor 134.4/243/201 l, Nomor 130/0116 dan Nomor t3O/L132/t/2OtI
tentang Pembentukan Badan Ke4asama Antar Daerah pemerintah
Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Demak, pemerintah Kabupaten
Semarang, Pemerintah Kota S,alatiga, pemerintah Kota Semarang dan
Pemerintah Kabupaten Grobogan (KEDUNGSEPUR) ; dan

13. Kesepakatan Bersama Bupati I(endal, Bupati Demak, Bupati semarang,
Walikota Salatiga, Watikota Semarang, dan Bupati GroboganNomor 4L5.4/8/t<B/2018, Nomor 415.4/06ltY /2}te, Nomor
4r5.4/05/KJS/2018, Nomor 0l t/MOU-N /2018, Nomor 415.4/r3T /2Or8,dan Nomor 415.4/8/rv/2018 tentan g Keg'asama Bidang pemerintahan,
Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Kendal,
Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang
dan Kabupaten Grobogan.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, ITHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK
KELIMA dan PIHAK KEENAM yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK
dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk melaksanakan kerjasama
bidang pemerintahan, pembangu:nan, dan kemasyarakatan di Wltayafr
Kabupaten Kendal, Kabupaten Denrak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga,
Kota semarang dan Kabupaten c robogan, selanjutnya disebut kerjasama
KEDUNGSEPUR dengan ketentuan srebagai berikut:



BAB I

MAXSLID DAN TUJUAN

Pasal I

(l) Maksud Kesepakatan Bersam,a ini adalah untuk menjalin hubungankerjasama yang saling meng,untungkan antar pemerintah Daerah diwilayah KEDUNGSE'UR dahm rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersa:na ini adalah untuk mensinergikanpenyelenggaraan pemerintahan, progran_program pembangunan dankemasyaralatan di wilayah KEDUNGSEPUR.

BAB II

ORJEK

Pasal 2

objek Kesepalatan Bersama ini adalah Ke4'asama Bidang pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakata' di \ir ayatr Kabupaten xe-naat, Kaiupaten
Demak' Kabupaten Semarang, Kota salatiga, Kota simarang dan Kabupaten
Grobogan.

BAB III

RUA:NG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Keeepakatan Bersama ini metiputi bidang:a. pendidikan;
b. kesehatan;
c.
d.
e.
f.

c.
h.
i.
J.

pekeqiaan umum dan penataan ruang;
perhubungan;
sosial;
ketenagakerjaarr;
kebudayaan;
parivrisata;
perdagangan; dan
bidang lain yang disepakati PARA plHAK.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

{l) Pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan
dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri atau permintaan tertulis
atau dokumen lainnya yang berpedoman pada peratur€n perundang_
undangan yang merupakan ba.gran tidak terpisahkan dari Kesepakatan
Bersama ini.



(2) Untuk melaksanakan penandatanganan Perjanjian Ke{asama atau
permintaan tertulis atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), PARA PIHAK dapat menguasakan atau menunjuk atau

menugaskan kepada pejabat dran/atau wakil sesuai kebutuhan, tugas dan

fungsinya.

BAB V

P$MBIA.YAAN

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini
dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dar:rah masing-masing PIHAK; dan

b. Sumber dana lain yang sah dan tidak :mengikat'

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pa,sal6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan

terhitung sejak tanggal ditandatanllani P,ARA PIHAK.

BAB'VII

PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat ctan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada

hari, tanggal, bulan dan tahun sebagairnana disebut pada awal Kesepakatart

Bersama, dibuat rangkap 6 (enam) asli rnasing-masing bermaterai cukup dan

mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK'

EDUA, q KESATU,

IR\ A ANNTsA lla
I

7, Js

-DRAR PRIHADI q-
l*

EMPAT,


